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PENGADILAN AGAMA SUMENEP

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA

Menimbang :

Mengingat

SUMENEP NOMOR : W13-A32/71/KP.01.2/1/2021

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA SUMENEP

KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal

4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 — 2019, dan dimulainya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020
— 2024 maka Pengadilan Agama Sumenep perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum;



Memperhatikan :

Pertama

Kedua

Menetapkan

Pertama

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Surat  Sekretaris Mahkamah  Agung Nomor
1604/SEK/SK/IVI 2016 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA

SUMENEP TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR

KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah
Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan
Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Agama Sumenep tanggal 4 Januari 2021 tentang
Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Sumenep.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP.

Indikator  Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan
oleh Pengadilan Agama Sumenep, untuk menetapkan Renstra,
Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan

evaluasi pencapaian kinerja.



Kedua

Ketiga

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan
untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI
dan Pengadilan Agama Sumenep agar tetap memiliki IKU yang
valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja,
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

gkibketya Pengadilan Agama Sumenep




REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG | SUMBER
STRATEGIS PENJELASAN JAWAB
1. | Terwujudnya a. Persentase sisa Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan .
proses Peradilan perkara yang | Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan ~ x100% Panitera
yang Pasti, diselesaikan
Trasparan dan dan Catatan :
akuntabel akuntabel Sisa perkara adalah perkara yang belum selesai pada tahun sebelumnya.
input adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus
diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara yang
diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding
pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
b. Persentase perkara Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan Panitera
yang diselesaikan Jumlah Perkara yang ada x 100%
tepat waktu .
Catatan :
Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output
adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan peradilan.
c. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Panitera
yang tidak Jumlah Perkara yang diputus x 100%
mengajukan  upaya

hukumBanding

Catatan:

Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan
upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam
jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data
pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.




d. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Panitera
yang tidak Jumlah Perkara yang diputus x 100%
mengajukan  upaya
hukum Kasasi Catatan:
Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun
berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam
jangka waktu tahunan.
e. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK Panitera
yang tidak Jumlah Perkara yang diputus x 100%
mengajukan upaya
hukum Peninjauan Catatan:
Kembali Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan
upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus
pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator
ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
Indek responden Jumlah Responden pencari keadilan yang puas tehadap layanan Panitera
pencari keadilan Jumlah Responden Pencari Keadilan x100%
pencari keadilan yang
puas terhadap | Catatan :
layanan peradilan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan
Publik
(semesteran: Juni dan Desember)
Peningkatan . Persentase isi Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Panitera
efektifitas putusan yang Jumlah Perkara yang diputus x 100%
pengelolaan diterima oleh para
penyelesaian pihak tepat waktu Catatan:
perkara Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran

Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02
tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan




. PersentasePerkara

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

yang diselesaikan Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x100% Panitera
melalui mediasi
Catatan :
Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
. Persentase berkas | _Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Bading, Kasasi dan PK secara lengkap Panitera
yang Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PKx100%
dimohonkanbanding,
kasasi dan
peninjauan kembali
yang diajukan secara
lengkap dan tepat
waktu.
. Persentase putusan Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat Pani
. ) : . anitera
perkara yang menarik diakses secara online dalam waktu 1 hari
perhatian masyarakat Jumlah Putusan yang menarik masyarakat x 100%
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
putus
Meningkatnya . Persentase perkara Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan Panitera
akses peradilan prodeo yang Jumlah Perkara Prodeo x 100%
bagi masyarakat diselesaikan.
miskin dan Catatan :
terpinggirkan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
. Persentase perkara Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
yang diselesaikan di Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan x 100%
luar gedung
pengadilan
. Presentase Pencari Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Panitera

Keadilan Golongan
Tertentu yang
mendapat layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

layanan Bantuan hukum (pos bakum)
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

X 100%

Catatan :




e Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum
bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan
e Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan

d. Persentase Perkara Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan Panitera
Permohonan Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan x 100%
(Voluntair)  Identitas
Hukum Catatan :
e Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam
rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.
¢ Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan
perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu
e Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas
¢ Sidang terpadu : Sidang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama, dan
Dinas Kependudukan Catatan Sipil
Meningkatnya Persentase Putusan Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Panitera

kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.

Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti(Eksekusi)

Jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk
ditindaklanjuti (dieksekusi) x100%

Catatan :
BHT = Berkekuatan Hukum Tetap




SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Nomor : W13-A32/ 71 /OT.01.2/SK/1/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS IB

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP.

1. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Reviu Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Agama Sumenep Kelas IB dibentuk Tim
Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2021;

2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat
keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan
tugas-tugas dimaksud.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 14 Thun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja.

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA
SUMENEP KELAS IB TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA
SUMENEP KELAS IB

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan sebagai Tim
Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021;

Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama
Sumenep Kelas IB;

Tim tersebut bertugas sejak ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah
selesai seluruh kegiatan penyusunan Penetapan Reviu Indikator Kinerja
Utama (IKU);



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumenep

a tanggal : 04 Januari 2021

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Lampiran  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep
Nomor : W13-A32/ 71 /OT.01.2/SK/1/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
TENTANG

TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

No. Nama / NIP _ Jabatan Ket.
Dinas Tim

Moh. Jatim, S.Ag., M.H. I. )

L | NIP. 9712011998031002 Wakil Ketua | Pengarah
H. M. Maftuh, S.H, M.E.I .

2. | NIP. 197106141992031001 Hakim Ketua
Masdura, SH . )

3. | NIP. 196311071986031002 Sekretaris | Sekretaris
Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S _

4. | NIP. 196805151994032006 Hakim Anggota
Drs. H. Imam Khusaini _

5. | NIP. 196207051994031002 Hakim Anggota
Sapuan, S.H.I., M.E.I. _

6. | NIP. 198008262009041003 Hakim Anggota
Drs. H. Laseman, M.H. _

7. | NIP. 196404151998031002 Panitera Anggota
Drs. H. M. Arifin

8. | NIP. 196111151994031004 Panmud. Hukum |  Anggota
Moh. Hasyim, SH Panmud.

9. | NIP. 197102041994031002 Gugatan Anggota
Rahayuningrum, SH Panmud.

10. | NIP. 197010141997032001 Premohonan | “\ndgota
Kusno Rahardi, S.H. Kasubag

11. | NIP. 197404221994031003 Kepegawaian Anggota

dan Ortala
1 Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag. Kasubag Umum Anagota
- | NIP. 197804022003122005 dan Keuangan a9

Samsul Kasubag

13. | NIP. 196712021993031003 Perencanaan Tl | Anggota

dan Pelaporan

Suswati, S.H. Panitera

14. 1 NIP. 197406161994032001 Pengganti Anggota
Kadarisman _

15. | NIP. 196411231996031001 Jurusita Anggota




